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A. Latar Belakang PKL 
Seiring berkembangnya zaman hingga dimana Indonesia mulai 
memasuki era baru yaitu era revolusi 4.0 membuat kesempatan kerja 
makin menipis dan menjadi sangat kompetitif. Tak lazim jika nanti 
lapangan pekerjaan mulai hilang satu persatu dan pengangguran mulai 
marak karena kurangnya pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan 
kemampuan dan juga dalam mempersiapkan era industri baru ini. Selain 
itu, penguasaan teknologi pada era ini adalah kunci utama dalam 
menaklukan profesi-profesi terkait serta pemanduan dari berbagai pihak 
bisa menjadi jembatan untuk mempersiapkan diri untuk terjun langsung 
dalam dunia kerja, salah satu pihak yang berpengaruh yaitu perguruan 
tinggi. Hal ini diiringi pula dengan perkembangan semakin tingginya 
kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan 
memiliki keterampilan khusus dalam suatu bidang tertentu yang 
diperlukan oleh perusahaan. 
Persaingan kerja menjadi semakin ketat dan memicu terjadinya 
pengangguran apabila Indonesia belum siap dengan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang memadai. Professional sumber daya manusia harus 
memiliki pengetahuan tentang organisasi dan strategi-strateginya apabila 
mereka ingin memberikan kontribusi secara strategis. Pengetahuan ini juga 







segi-segi lain dari industri dan organisasi tersebut. Perkembangan dunia 
yang semakin maju membuat perguruan tinggi di Indonesia negeri maupun 
swasta bersaing menciptakan lulusan yang terbaik. Namun, tidak hanya 
ilmu pengetahuan yang didapat oleh seorang mahasiswa, tetapi juga 
mahasiswa perlu menambah pengalaman atau meningkatkan Softskill-nya. 
Banyaknya lulusan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta di 
Indonesia yang akhirnya menjadi pengangguran atau bekerja yang tidak 
sesuai dengan jurusannya. Hal ini disebabkan karena mahasiswa hanya 
mendapatkan ilmu pengetahuan dari perguruan tinggi, mereka tidak diberi 
kesempatan untuk mengasah kemampuannya pada bidang keahliannya 
sehingga mereka memilih untuk mencari pekerjaan lain atau mereka 
menjadi pengangguran karena tidak dapat bersaing dengan orang lain. 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat 
pengangguran di Jakarta pada Februari 2016 mengalami penurunan 
sebanyak 430 ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2015, namun 
penurunan tersebut belum dianggap tuntas karena banyak faktor lagi yang 
memungkinkan terjadinya penambahan pengangguran, terlebih adanya 
program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu perdagangan bebas 
bagi kawasan ASEAN yang secara langsung menegaskan bahwa 
masyarakat Negara ASEAN bebas bekerja di seluruh Negara yang 
berkawasan di ASEAN, maka dari itu persiapan sejak dini oleh generasi 
muda guna menyiapkan bekal yang cukup untuk bersaing dengan 







Disinilah tugas perguruan tinggi untuk memberi bekal kepada 
mahasiswa menghadapi dunia kerja. Bukan hanya dengan memberikan 
bekal teori tetapi juga melatih dan memberikan praktik dalam bidangnya. 
Kemampuan dasar yang juga harus dimiliki adalah pengetahuan 
(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Untuk 
mendapatkan kemampuan dasar tersebut mahasiswa perlu melakukan 
Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan 
pengaplikasian ilmu yang telah didapat mahasiswa pada dunia kerja yang 
sebenarnya, dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika 
pekerjaan. Berkaca pada keadaan dunia kerja yang ada, dirasa perlu 
diadakannya program kegiatan yang dapat dijadikan latihan bagi para 
mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang sudah didapat ke dalam 
lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diadakan program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dan dijadikan salah satu syarat untuk lulus dari perguruan 
tinggi khususnya di Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan 
memberikan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dengan 
tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta 
untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan 
yang didapat saat perkuliahan. Mahasiswa juga diharapkan dapat melatih 







dituntut untuk bersikap terampil, disiplin, kreatif, tekun, jujur serta 
mempunyai etos kerja yang tinggi terhadap pekerjaan yang dihadapi. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud PKL 
a. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi persyaratan 
kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
b. Untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia kerja yang 
sebenarnya; dan 
c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mengasah keahlian dalam 
diri. 
2. Tujuan PKL 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, 
dan keterampilan mahasiswa; 
b. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap 
tugas yang diberikan; dan 
c. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk kompetitif 
bersaing di dunia kerja. 
C. Kegunaan PKL 
Praktek kerja lapangan memiliki manfaat yang sangat berguna untuk 
mahasiswa dan manfaatnya juga dirasakan oleh perusahaan dan perguruan 








1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Meningkatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja 
yang sebenarnya; 
b. Melatih kepercayaan diri seorang mahasiswa dalam menghadapi 
orang-orang dalam dunia kerja; dan 
c. Menambah kemampuan untuk bisa bertanggung jawab atas 
pekerjaan yang dijalankan selam praktik. 
2. Bagi Instansi 
a. Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas dengan terlibatnya 
mahasiswa PKL; 
b. Membangun hubungan mitra antara universitas dengan instansi 
terkait; dan 
c. Dapat saling berbagi ilmu antara karyawan instansi dengan 
mahasiswa PKL. 
3. Bagi Perguruan Tinggi 
a. Mewujudkan konsep awal dalam pembentukan mahasiswa yang 
berkualitas; 
b. Dapat menjalin kerja sama pada pihak instansi; dan 
c. Mencocokkan kurikulum yang ada di perguruan tinggi dengan 









D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia. Praktikan ditempatkan di: 
Nama  : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
Alamat  : Gedung Mina Bahari II Lt. 12  
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 
Jakarta 10110 
Telepon  : (021) 3519070 
Website  : www.djpt.kkp.go.id 
 Praktikan memilih Jenderal Perikanan Tangkap karena ingin 
lebih banyak mengetahui penerapan ilmu akuntansi yang dijalankan pada 
instansi tersebut. Praktikan ditempatkan di bagian keuangan dan umum 
pada subbag keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
 Pada tahap persiapan PKL, praktikan harus mengurus surat 
pengantar ke gedung R dengan ditandatangani oleh Kaprodi S1 
Akuntansi kemudian dikirim ke BAKHUM untuk diproses dan 
memakan waktu sekitar 3-4 hari untuk menyelesaikan surat 
permohonan PKL. Setelah surat pengantar selesai dibuat oleh 
BAKHUM, praktikan mengirim surat pengantar tersebut yang disertai 







Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Lalu, pada tanggal 27 Juni 2018 pihak dari bagian SDM Aparatur 
mengabarkan bahwa praktikan diizinkan untuk melaksanakan PKL di 
bagian keuangan dan umum pada subbag keuangan. Praktikan dapat 
memulai praktik kerja lapangan pada tanggal 2 Juli 2018. Namun, 
ternyata pada tanggal 2 Juli 2018 bertabrakan dengan jadwal ujian 
akhir semester 108 sehingga praktikan memohon izin kepada instasi 
terkait atas pengunduran pelaksanaan PKL dan meminta PKL diundur 
menjadi tanggal 16 Juli 2018. 
2. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan PKL selama dua bulan di Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap, KKP dan ditempatkan pada bagian 
keuangan dan umum yang dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 hingga 
14 September 2018. Jam kerja praktikan dimulai pada pukul 07.00 – 
15.00 WIB setiap hari Senin hingga Kamis dan pukul 07.00 – 15.30 
WIB pada hari Jumat dengan jam istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 
WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
 Setelah melaksanakan PKL selama dua bulan, praktikan mulai 
menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah dikerjakan oleh 
praktikan selama praktik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 
Praktikan menyusun laporan PKL untuk menuntaskan persyaratan 







mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan 
PKL. Data tersebut kemudian akan diolah dan disusun menjadi sebuah 








TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Pada saat era reformasi bergulir pada gemuruhnya politik di 
Indonesia, dimana rezim yang berpendapat bahwa peran kelautan dan 
perikanan masih kalah dari pertanian tersebut runtuh. Pola Negara agraria 
mulai bergeser dan pada saat itu pula perubahan kehidupan mulai 
berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang mengalami beragam krisis 
yang tersebar. Salah satunya yaitu yang berkaitan dengan orientasi 
pembangunan di Indonesia. Namun pada masa orde baru, orientasi 
pembangunannya masih terkonsentrasi pada wilayah daratan, sedangkan 
perairan masih tidak terlihat. Bahkan untuk sektor perairan masih dapat 
dikatakan belum tersentuh dimana yang seharusnya bisa lebih 
dikembangkan lagi karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya 
kelautan itu sangat beragam dan sangat berpotensi . 
Potensi sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya yang 
dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap 
maupun  budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi 
serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya 
minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain mempunyai dua 
jenis kekayaan tersebut, potensinya juga bisa dilihat dari sisi jasa 







dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan serta 
kesejahteraan nelayan. Contohnya seperti pariwisata bahari, industri 
maritim, jasa angkutan dan lain sebagainya. 
Pondasi awal terbentuknya KKP itu dalam periode pemerintahaan 
Abdurrahman Wahid dan tentunya inilah уаng mendasari Presiden 
Abdurrahman Wahid membuat kementerian pada saat itu masih 
departemen tersendiri. Dasar tersebut berupa dеngаn dikeluarkannya 
Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999 dan bertepatan pada tanggal 
26 Oktober 1999 dalam kabinet periode 1999-2004 mengangkat Ir. 
Sarwono Kusumaatmaja ѕеbаgаі Menteri Eksplorasi Laut. 
Selanjutnya pengangkatan tersebut diiringi dengan pembentukan 
Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya 
melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 
1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak 
berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, 
telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut 
menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini 
ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi 
Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan 







Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan 
kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan 
nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 
Hal ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 
November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. 
Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan 
sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen 
Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 
tidak mengalami perubahan. 
Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 
2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan 
organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden 
Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas 
Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi: 
1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 








6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 
Pemasaran; 
7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 
8. Inspektorat Jenderal; 
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan; 
10. Staf Ahli. 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur 
organisasi KKP menjadi: 
1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektorat Jenderal; 
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya 
Kelautan dan Perikanan; 
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan; 
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; 







Tebentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya 
merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan 
sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini 
menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor 
andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis 
ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok 
yang mendasarinya: 
1. Sumber Daya Alam 
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 
dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan 
sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara 
optimal. 
2. Orientasi Pembangunan 
Selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini 
lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumber daya daratan terkuras. 
Oleh karena itu wajar jika sumber daya laut dan perikanan tumbuh ke 
depan. 
3. Kebutuhan Pangan 
Dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta 
meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk 







diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di 
masa datang. 
4. Kebutuhan Wisata 
Kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki 
potensi sumber daya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan 
berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, 
pemukiman, konservasi dan lain sebagainya. 
      Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari banyak Unit Eselon 
salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang 
memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
1. Visi 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki visi yaitu 
“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya 
Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan 
penjelasan berikut : 
1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk 
kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber 
daya perikanan untuk digunakan dalam meningkatkan taraf 
hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan ekonomi yang 
dilihat dari sisi kegiatan perikanan tangkap; 
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri 







memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang 
dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam pengelolaan 
sumber daya perikanan; 
4. Berkelanjutan diartikan sebagai upaya untuk mengelola dan 
melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara 
berkesinambungan oleh generasi sekarang dan generasi 
mendatang; dan 
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya 
perikanan adalah untuk kemakmuran masyarakat, khususnya 
nelayan. 
2. Misi 
Kelima hal dalam visi di atas merupakan prinsip utama yang 
selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya-
upaya pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan nelayan. Misi 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : 
1. Mewujudkan keberlanjutan sumber daya perikanan; dan 
2. Mewujudkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap. 
B. Struktur Organisasi Unit Eselon I (Ditjen Perikanan Tangkap) 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan unsur pelaksana 
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang 







Perikanan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan operasional 
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, DJPT memiliki struktur organisasi dengan tugas 
dan tanggung jawab masing-masing bagian (Lampiran 8 hal. 52). Berikut 
ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi, antara 
lain: 
1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
a. Tugas 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengelolaan perikanan tangkap. 
b. Fungsi 
1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber 
daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat 
penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, 
pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha 
penangkapan ikan, dan kenelayanan; 
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber 
daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat 
penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, 
pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha 







3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi 
kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi 
awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan 
perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan 
kenelayanan; 
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal 
perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak 
kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, 
peningkatan usaha penangkapan ikan, dan 
kenelayanan; 
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal 
perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak 
kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, 
peningkatan usaha penangkapan ikan, dan 
kenelayanan; 
6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 
Perikanan Tangkap; dan 









2. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
a. Tugas 
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada 
seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. 
b. Fungsi 
1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 
anggaran; 
2) Pengelolaan data lingkup direktorat jenderal; 
3) Koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta; 
4) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia Aparatur; 
5) Perumusan rancangan peraturan perundang-
undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan 
penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi, penyiapan bahan 
kerja sama, bahan dokumentasi, informasi, dan media 
publikasi bidang perikanan tangkap, serta pengelolaan 
perpustakaan; 
6) Pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindak 
lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, 
persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah 
tangga dan pengelolaan barang milik negara, serta 







7) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 
3. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 
a. Tugas 
Direktorat Sumber Daya Ikan mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 
pemberian teknis, dan evaluasi di bidang sumber daya ikan. 
b. Fungsi 
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber 
daya ikan; 
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber 
daya ikan; 
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang sumber daya ikan; 
4) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sumber daya 
ikan; 
5) Pelaksanaan evaluasi di bidang sumber daya ikan; dan 
6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 
4. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 
a. Tugas 
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 
memiliki tugas teknis di bidang kapal perikanan dan alat 







kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
serta pemberian teknis, dan evaluasi. 
b. Fungsi 
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal 
perikanan dan alat penangkapan ikan; 
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal 
perikanan dan alat penangkapan ikan; 
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang kapal perikanan dan alat 
penangkapan ikan; 
4) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal 
perikanan dan alat penangkapan ikan; 
5) Pelaksanaan evaluasi di bidang kapal perikanan dan 
alat penangkapan ikan; dan 
6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 
5. Direktorat Pelabuhan Perikanan 
a. Tugas 
Direktorat Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas 
melaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan 











1) Penyiapan perumusan kebijakan dalam pengelolaan 
dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta 
keselamatan operasional kapal perikanan; 
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan 
dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta 
keselamatan operasional kapal perikanan; 
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria dalam pengelolaan dan pelayanan 
pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan 
operasional kapal perikanan; 
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengelolaan dan 
pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta 
keselamatan operasional kapal perikanan; 
5) Pelaksanaan evaluasi dalam pengelolaan dan 
pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta 
keselamatan operasional kapal perikanan; dan 
6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 
6. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 
a. Tugas 
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mempunyai tugas di 
bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, 








1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata 
perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, 
kelembagaan serta perlindungan nelayan dan usaha 
nelayan; 
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata 
perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, 
kelembagaan serta perlindungan nelayan dan usaha 
nelayan; 
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang tata perizinan, harmonisasi dan 
pemantauan perizinan, kelembagaan serta 
perlindungan nelayan dan usaha nelayan; 
4) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata 
perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, 
kelembagaan serta perlindungan nelayan dan usaha 
nelayan; 
5) Pelaksanaan evaluasi di bidang tata perizinan, 
harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan 
serta perlindungan nelayan dan usaha nelayan; dan 
6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 
Struktur organisasi pada lingkup Direktorat Jenderal Perikanan 







seluruh kegiatan administratif organisasi lingkup direktorat jenderal. 
Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap memiliki empat bagian dalam 







Gambar II.1 Struktur Organisasi Sekretariat DJPT 
Sumber: https://kkp.go.id/artikel/1259-struktur-organisasi-direktorat-
jenderal-perikanan-tangkap 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: 
1. Bagian Program 
Bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, 
pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, pengelolaan 
kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta 
penyusunan bahan pimpinan. 
2. Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur 
Bagian sumber daya manusia aparatur mempunyai tugas 







3. Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama 
Bagian hukum, organisasi, dan kerja sama mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan 
peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta 
penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi, penyiapan bahan kerja sama, 
bahan dokumentasi, informasi, dan media publikasi, serta 
pengelolaan perpustakaan. 
4. Bagian Keuangan dan Umum 
Bagian keuangan dan umum mempunyai tugas melaksanakan 
urusan administrasi keuangan, barang milik negara, pengadaan 
barang dan jasa, tata usaha, dan rumah tangga. 
C. Kegiatan Umum DJPT 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu dari Unit 
Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. DJPT sendiri memiliki 
kegiatan umum dalam: 
1. Pengelolaan sumber daya ikan  
Untuk menjaga agar potensi sumber daya ikan laut tetap ada dan 
pemanfaatannya bersifat lestari maka daerah laut ini harus dikelola 
agar keanekaragaman hayati dan sumber daya laut dapat 
dipertahankan untuk kemakmuran masyarakat. 








Hal ini menjadi penting untuk mengukur dan menilai apakah kapal 
perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai dengan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) atau belum. 
3. Sertifikasi awak kapal perikanan 
Kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu 
faktor utama penunjang keberhasilan operasi penangkapan ikan. 
Penguasaan kompetensi awak kapal dibuktikan dengan sertifikat 
kompetensi yang didapatkan melalui pendidikan dan latihan serta 
uji sertifikasi awak kapal penangkap ikan oleh badan berwenang. 
Standar kompetensi awak kapal penangkap ikan harus sesuai 
dengan ukuran kapal (panjang kapal dan gross tonage) dan wilayah 
operasi penangkapan. 
4. Pengelolaan pelabuhan perikanan 
Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan 
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang 
digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, 
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 
5. Peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan 
Peningkatan dalam penangkapan ikan dilakukan karena hal yang 
berkaitan dengan kesejahteraan nelayan di pesisir pantai. 







sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian dibutuhkan 
perhatian dan keinginan yang tinggi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan 
keluarganya sebagai pengelola sumber daya hasil laut. 
Dari tahun 2015-2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih 
penghargaan yang didapat dari hasil usaha yang dilakukan KKP. 
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan 
tertinggi dari Herudi Technical Committee Award dari BSN (Badan 
Standarisasi Nasional) tahun 2015 
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan 
tertinggi dari Herudi Technical Committee Award dari BSN (Badan 
Standarisasi Nasional) tahun 2016 
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan dari 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2016 
4. Juara 1 Bangunan Gedung Hemat Energi subkategori Bangunan 
Gedung Hijau Besar untuk Gedung Mina Bahari IV tahun 2017 
5. Juara 1 Penghematan Energi di Instansi Pemerintah subkategori 
Pemerintah Pusat tahun 2017 
6. Juara 2 Bangunan Hemat Energi subkategori Bangunan Gedung Baru 







7. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan 
tertinggi dari Herudi Technical Committee Award dari BSN (Badan 
Standarisasi Nasional) tahun 2017 
8. Predikat Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik untuk 
Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh ORI (Ombudsman 
Republik Indonesia) tahun 2017 
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih Opengov Recognition 
Awards 2018 
10. Penghargaan untuk Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi 








PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan 
Perikanan selama 40 hari kerja, praktikan ditempatkan di Bagian 
Keuangan dan Umum yang memiliki tugas dalam melaksanakan urusan 
administrasi keuangan, barang milik Negara, pengadaan barang dan jasa, 
tata usaha, dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut 
pasal 246 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi 
keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan 
hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan 
keuangan; 
b. Penyiapan bahan koordinasi panatausahaan, pemanfaatan, 
penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik 
Negara (BMN), serta layanan pengadaan barang atau jasa 
pemerintah; dan 








Bagian Keuangan dan Umum memiliki tiga subbagian antara lain: 
1. Subbagian Keuangan 
Bagian Keuangan yang bertugas menyiapkan bahan koordinasi dan 
pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, 
tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan 
penyusunan laporan keuangan 
2. Subbagian Tata Usaha, Persuratan, dan Rumah Tangga 
Subbag ini bertugas melaksanakan urusan tata usaha, persuratan, 
kearsipan, dan kerumahtanggaan 
3. Subbagian Pengelolaan BMN 
Subbag ini bertugas  menyiapkan bahan koordinasi panatausahaan, 
pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang 
milik Negara (BMN), serta layanan pengadaan barang atau jasa 
pemerintah 
Praktikan melaksanakan PKL di Bagian Keuangan dan Umum 
pada subbagian keuangan yang bertugas untuk mengurus adminitrasi 
keuangan yang mencakup seluruh kegiatan keuangan dalam Ditjen 
Perikanan Tangkap. Selain itu, ada bagian perbendaharaan yang mengurus 
tentang seluruh aktivitas pengeluaran serta pemasukan anggaran. Dalam 
sisi akuntansi, ada bagian khusus untuk menyusun laporan keuangan, 
laporan anggaran dan sebagainya. Melaksanakan audit tindak lanjut atas 








Berikut tugas yang diberikan kepada praktikan selama melaksanakan 
PKL di Bagian Keuangan dan Umum khusus Subbag Keuangan: 
1. Penyusunan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah 
Membayar sesuai dengan nomor dan tanggal surat; 
2. Rekapitulasi Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah 
Membayar; 
3. Rekapitulasi Data Arsip Audit Internal dan Eksternal di 
Lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap; dan 
4. Partisipasi dalam Persiapan Rapat Evaluasi DJPT. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan di bagian 
keuangan dan umum pada subbagian keuangan harus mampu memahami 
tugas-tugas dan alur kerja yang diberikan selama PKL. Praktikan memulai 
PKL pada tanggal 16 Juli 2018 hingga 14 September 2018. Sebelum 
praktikan melakukan pekerjaan, praktikan dibimbing terlebih dahulu oleh 
pegawai atau kepala bagian keuangan dan umum. Dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan oleh subbagian keuangan, praktikan diberikan meja 
kerja.  
Berikut ini tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
melaksanakan PKL di subbagian keuangan (perbendaharaan dan tindak 









1. Menyusun Surat Permintaan Pembayaran  
Dalam menyusun surat permintaan pembayaran, praktikan harus 
menyusun surat permintaan tersebut sesuai dengan tanggal keluarnya 
surat dan nomor surat sesuai dengan kode pembayaran langsung (LS). 
Selain itu hal yang harus diperhatikan lainnya adalah bahwa surat ini 
dibuat untuk bukti adanya pembayaran di lingkup Ditjen Perikanan 
Tangkap yang sesuai dengan kebutuhan instansi terkait. Praktikan 
melaksanakan tugasnya melalui proses berikut ini: 
1. Menerima berkas surat permintaan pembayaran yang 
diberikan oleh pegawai subbag keuangan di dalam outner; 
2. Praktikan merapihkan serta menyusun surat permintaan 
pembayaran menurut nomor surat dan tanggal surat; 
3. Surat permintaan pembayaran yang sudah tersusun 
disimpan kembali ke dalam outner lalu diberikan kembali 
oleh pegawai subbag keuangan. 
2. Merekapitulasi Surat Permintaan Pembayaran 
Setelah diberi tugas menyusun surat permintaan pembayaran yang 
sesuai dengan tanggal dan nomor surat, praktikan diberi tugas 
tambahan yaitu merekap seluruh surat pembayaran menggunakan 
aplikasi Microsoft Excel. Praktikan melaksanakan tugasnya melalui 







1. Praktikan diberikan outner yang berisi surat permintaan 
pembayaran yang telah tersusun sesuai dengan nomor dan 
tanggal surat; 
2. Praktikan menggunakan Microsoft Excel untuk merekap 
surat permintaan pembayaran tadi; 
3. Praktikan merekap kode akun dan nominal spp sesuai 
dengan kode belanja (Lampiran 9 hal. 53); 
4. Dimasukkan ke dalam Microsoft Excel (Lampiran 10 hal. 
55) lalu disimpan. 
Dalam surat permintaan pembayaran ini ada kode dimana berguna 
untuk memisahkan pembayaran yang terjadi dari belanja-belanja 
kebutuhan yang berbeda. Untuk belanja pegawai, digunakan kode 
nomor 51 (Lampiran 9 hal. 53). Untuk belanja modal, digunakan kode 
nomor 53 (Lampiran 11 hal. 56). Untuk belanja barang, digunakan 
kode nomor 51 (Lampiran 13 hal. 59). Masing-masing kode ini akan 
disatukan dalam satu file dengan sheet yang berbeda sesuai dengan 
kode yang terkait. Selain itu dalam melaksanakan tugas ini, praktikan 
harus menyusun semua kegiatan pembayaran per bulan lalu ditotal 
berdasarkan bulan yang bersangkutan. Dalam surat permintaan 
pembayaran ini, juga ada kode kwintansi untuk dicantumkan ke kolom 








3. Merekapitulasi Data Arsip Audit Internal dan Eksternal di 
Lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 
Praktikan diberi tugas untuk merekapitulasi data arsip audit 
internal maupun eksternal dari tahun 2001 sampai dengan 2018. 
Praktikan merekap data tersebut menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel. Data tersebut direkap berdasarkan nomor surat dan tahun 
dikeluarkannya surat. Dalam kolom dokumen ini, terdapat perihal 
mengenai tindak lanjut laporan  hasil audit, tentang perencanaan, 
pengevaluasian, perbaikan, kasus dan lain sebagainya. Praktikan 
melaksanakan tugasnya melalui proses: 
1. Praktikan diberikan berkas audit eksternal dan internal yang 
berisi data surat atas tindak lanjut, temuan, tanggapan dan 
lain-lain yang diberikan oleh pegawai subbag keuangan; 
2. Praktikan menggunakan Microsoft Excel untuk merekap 
data arsip audit internal dan eksternal; 
3. Praktikan merekap dengan memasukkan nama kegiatan, 
nomor surat, perihal surat, jumlah berkas, dan tempat 
penyimpanan berkas (Lampiran 15 hal. 62); 
4. Setelah input data arsip tersebut kemudian disimpan. 
4. Membantu Staf dalam Persiapan Rapat Evaluasi DJPT 
Praktikan diminta untuk membantu staf pada saat rapat evaluasi 
yang dihadiri oleh para konsultan dan pihak terkait lainnya di Gedung 







luar ruangan rapat bersama dengan staf lainnya. Praktikan membantu 
dengan melakukan absensi kepada peserta rapat dan menyiapkan 
konsumsi untuk peserta rapat evaluasi di DJPT. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan PKL selama 40 hari kerja di bagian keuangan 
dan umum pada subbagian keuangan, praktikan menghadapi beberapa 
kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kendala tersebut berasal dari 
kelalaian dalam manusia. Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama 
PKL yaitu pada saat praktikan sedang menyusun namun ternyata banyak 
sekali surat-surat yang nominalnya berbeda antara jumlah pembayaran 
yang diminta dengan total yang ada kolom SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran). 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam menangani kendala tersebut, praktikan mencoba untuk lapor 
ke bagian bendahara untuk konfirmasi mengenai perbedaan nominal 
tersebut, dan kemudian bendahara segera memperbaiki kesalahan yang 










Dalam melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
Kementerian Kelautan dan Perikanan bagian keuangan dan umum pada 
subbagian keuangan, praktikan mendapatkan pengalaman baru dan 
mengetahui cara kerja pada suatu instasi pemerintahan. Praktikan dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan dapat merasakan bagaimana keadaan kerja di kondisi yang 
sebenarnya, ilmu memang sangat dibutuhkan, selain ilmu diperlukan 
juga ketelitian yang baik; 
2. Praktikan dapat mengetahui kegiatan bendahara terutama pada 
kegiatan belanja yang menggunakan anggaran langsung di instansi 
pemerintahan dan mencocokannya dengan teori yang praktikan dapat 
saat mata kuliah Akuntansi Pemerintahan; 
3. Praktikan dapat mengetahui bagaimana tindak lanjut laporan hasil 
audit pada suatu instansi dimulai dari pengevaluasian dan perbaikan 
dari tahun 2001-2018;  
4. Praktikan dapat berkesempatan untuk melihat dan mempelajari 
Laporan Realisasi Anggaran pada Ditjen Perikanan Tangkap; dan 









Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan oleh 
praktikan, praktikan memberikan beberapa masukan yang diharap dapat 
berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Beberapa masukan tersebut 
adalah: 
1. Bagi Praktikan Lain 
Sebaiknya, sebelum melaksanakan PKL sebaiknya praktikan 
memperluas ilmu pengetahuan dibidangnya dan mempelajari latar 
belakang dari institusi tempat PKL. Selain itu, jagalah perilaku karena 
perilaku adalah salah satu hal yang penting di dalam dunia pekerjaan. 
Maka diharapkan Praktikan Lain menjaga perilaku selama 
melaksanakan PKL. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Sebaiknya praktikan mendapatkan pengarahan mengenai Praktik 
Kerja Lapangan sehingga praktikan dapat mengetahui apa saja yang 
harus dilakukan dan diperhatikan dalam melaksanakan PKL. Dan 
memberi referensi mengenai tempat PKL yang sesuai dengan bidang 
nya. 
3. Bagi Instansi 
Bagi pihak perusahaan diharapkan mampu lebih teliti lagi dalam 
membuat surat permintaan pembayaran agar dapat memudahkan 
praktikan mengerjakan tugasnya. Selain itu juga diharapkan 






bidang akuntansi agar praktikan dapat memahami akuntansi dan 
memiliki pengalaman yang luas. Dan diharapkan juga jika pihak dari 
instansi memberikan jobdesk tetap dan jelas  kepada mahasiswa PKL 
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Lampiran 8: Stuktur Organisasi DJPT 
 







Lampiran 9: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai (51) 
 
 
(Sumber: Subbag Keuangan DJPT) 
 
KODE AKUN/MAK 






(Sumber: Subbag Keuangan DJPT)  






Lampiran 10: Rekapitulasi Belanja Pegawai (51) 
 






















































Lampiran 13: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal (53) 
 













Lampiran 14: Rekapitulasi Belanja Modal (53) 
 






Lampiran 15: Rekapitulasi Audit Internal dan Eksternal DJPT 
 
 







Lampiran 16: Kartu Konsultasi Bimbingan 
 
(Sumber: Website FE UNJ) 
 
